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DAN PENERIMA TUNJANGAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

FRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- bahwsa Presiden selaku Kepala Pemerintahan MeMmegang

kekuasaan pengelolaan keuangsn negara schagai bagian
dari kekuasaan pemerintahan di antaranya prnetapan
gajl dan tunjangan;

. bahwa Pemerintah berupaya mempertahankan tingkat

daya beli masyarakat di antaranya melalui pembelanjaan
Aparatur MNogara, Pensiunan, Pencrima Pensiun, dan
Penerima  Tunjangan  di masyarakat  sehingga
berkontribusi terhadap pertumbuhan elkonomi nasional;

- bahwa untuk meningkatkan pembelanjaan Aparatur

Megara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima
Tunjangan, Pemerintah memberikan Tunjangan Hari
Raya dan Gaji Ketign Belas Tahun 2021 sebagai wujud
penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan
NEZAa;

. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada
Aparatur MNegara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan
Penerima Tunjangan Tahun 202 1;

Fasal 5 ayal (2] Undang-Undang Dasar Negara Republik
[ndonesia Tahun 1945,
2. Undang-Undang . . .



Menetapkan
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2. Undang-Undang Nomar 17 Tahun 2003 tentang
Heuangan Megara [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Namor 4Y, Tambahan Lembaran Negara
Repuhbiik Indonesia Nomor 4288];

3. Undang-Undang Nomor | Tahun 2004  tentang

Perbendaharasn Negara  {(Lembaran Megara Republik
Indanesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

MNegara Republik Indotesia Nomor 4355);

4, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 lenlang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Nepura Tahun Anggaran 2021
[Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
234, Tambahan Lembaran Negara Kepublik Indonesia
Momor &570);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH  TENTANG  PEMBERIAN
TUMJANGAN HARI RAYA DAM GAJ] KETIGA EBELAS
KEPADA APARATUR NEGARA, PENSIUNAN, PENERIMA
PENSIUN, DAN PENERIMA TUNJANGAN TAHUN 2021,

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini vang dimaksud dengan:

t. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PN3
adalah warga negara Indonesia vang memenuhi syvarat
tertentu, diangkat sebagan  Pepgewsay Aparatue Sipil
Wegara screara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
untuk menducuki jabatan pemerintahan.

2, Pegawal Pemerinlah dengan Pegjanjian Kerja, vang
selanjutnys  disingkat PPPK  adalah warga negara
Indonesia  vang memenubi  syarat  lerlentu, yang
diangkat berdasatkan perjanjian kerja untuk jangka
waktu terlentu dalam rangka melaksanakan fugas
permerintaban.

3. Pragjuril . . .
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Prajuril Tentara Masional lndonesia, vang selanjutoya
disebur Prajurit TNl adaish warga negara vang
memenuhl persyaratan tertentu sebagal alat negara
bertugns mempertahankan, melindungi, dan
memelinara kevutuhan dan kedaulatan negara,

Anggora Kepolisian Negare Republik Indonesia, vang
selanjutnya disebut Angrota Pelri adalah warga negara
vang memenuhl persyaratan  tertentu schagal  alat
negara  yvang menjaga  keamanan dan  ketertiban
masvarakat bertugas melindungl, mengayomi, melayani
measvarakat, serta menegakkan hulkum.

Pejabat Negara adalah pejabat vang lingkungan korjanya
berada pada lembaga negara vang merupaksan alal
kelengkapan negara beserta lembaga negara penounjang
fungsi alar kelengkapan negara, bertugas menjalankan
fungsi untuk dan atas nama negara sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pensiunun adalah Aparatur Megara vang telah pumma
tugas dan diberi penghargsan atas pengabdiannya
kepads negara berapa manfaat pensiun sesuai dengan
ketentuan peraturan perundanpg-undanpan,

Penerima Pensiun adalah ahli waris yang sah dari
Aparatur MNegara alau  Pensiunan, dan  diberikan
manlaal pensiun sesuai dengan keotontuan peraturan
perundang-undangan.

Penerima  Tunjangan  adalah  warga negars yoang
memenuhi  persvaratan  tertentu untuk  menerima
penghargaan danjatau penghormatan  dari negara
dalum benluk pemberian Tunjangan scsuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. :

Hari Raya adalah hari raya Tdul Fitri.

Maual 2

Pemcrintah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji
Ketiga Belas ‘Tahun 2021 kepads Aparatur  Negara,
Pensilinan, MPencrima Pensiun, dan Penerima Tunjangat
sebaga wijud penghargaan atas pengabidian kepada bangsa
dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan
negara,

Pasal 3 . ..
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Pagal 3

Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
terdiri atas:

a. PN3 dan Calon PNS,
b.
C
dl

PFFE,;

. Prajurit TN
. Anggata Palri; dan
2.

Pzjabat Negara.

PNS., Prajurit TNI, dan Anggota Polri Sebagaiﬁana
dimaksud pada ayat (1) huraf a, huraf e, dan hurof 4
termasuk:

.

PNS, Prajurii TNI, dan Angpola  Polrt  yang
dilernpatkan atau ditugaskan di Perwakilan Republik
Indeonesia di luar negeri;

. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri vang dilugaskan

di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri
maupun di luar negeri vang gajinyva dibayarkan oleh
inslanst indukova,

. BB, Prajurit TNI, dan Anggeta Polri penerima uang

tunggu; dan

. PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polrl yang

hberhentikan  Semenrtara  dan  gajinya masib
dibavarkan.

Aparatur Negara termasulk:

.,

b.
c.
d

Waldl Menteri;

Stal Khusus di lingkungan kementerian/lembaga;
Pewan Pengawas Komist Pemberantasan Keruapsi;
Pimpinan dan Anggotn Dewan Perwakilan Raloeat
Dracrah;

Hakim Ad hoc;

Pirnpinan dan Angpota Lembaga Nonstruktural yang
torditi stas:

1. Ketwa/Kepala atad dengan sebutan laing

2. Wakil Ketua/Wakil Kepala atau dengan sebulan
lain;

3. Bekroelaris ataw dengan sebutan lain,; dan/atau

4, Anggora,

scsual dengan kelentuan  peraturan  perundang
undargan;
g. Pimpinan . . .
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g. Pimpinan Badan Lavanan Umum/Badan Layanan

Umum Daerah yvang terdiri atas:

1. Dewan Pengawas; dan

2. Pgjabat Pengelola,

sesual dengan ketentuan peraturan  perundang-
undangan,

h. Pimpinan Lembaga Penyiaran Publik yang terdiri
atas:

1. Dewan Penpawas; dan

2. Dewan Direksi,

scsual dengan  kelenluwn  peraluran perandang-
undangan;

i, Pejabat wvang Hak  Kroanpan  atau Hak
Administratiinya disetarakan alau setingkat dengan:
1. Menter;

2. Pcjabat Pimpinan Tinggi;

3. Administrator; atau

4. Pengawas,

sesuai dengan  ketenlusn peralaran  perundang-
undangan; dan :

j. Pegawai Non-Pegawal Aparatur Sipil Negara vang
bertugas pada  inslansi pemerintah, termasuk
Pegawal MNon-Pegawai Aparatur Sipil Negara vung
bertugas pada lembaga Nonstruktural, inslansi
pemerintah  vang menerapkan pola  pengelelsan
keuangan Badan Layanan Urmam/Badan Lavanan
Umum Daerah, Lembaga Penyiaran Publik, dan
Perguruan Tinggi  Negeri Baru o berdasarkan
Peraluran Presiden Nomopr 10 Tahun 20156 tenlung
Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan
Tinggi Megeri Baru, sesuam dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan.

() Pejabat Negara sehagaimana dimaksud pada ayat [1)
huraf e terdir] atas:

a. Presiden dan Wakil Presiden;

b, Ketua, Wakil Ketus, dan Anggeta Majelis
Permusvawaratan Halorat;

v, Ketua . ..

SK Mo 1056326 A
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. Ketua, Walidl Ketua, dan Anggota Dewan Perwaltilan
FEalorat;

d. Ketua, Walal Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan
Daerah;

e. Hetua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung
pada Mahkamah Apung scrta Ketua, Walkil Ketua,
dan Ilakim pada semua badan peradilan, kecuali
Haliim Ad heoe;

f. Ketua, Walkil Ketua, dan Anggota Mahkamah
Konstitusi;

g. HKetua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa
Keunangan,

h. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial,

i. HKetua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantaszan
Horups)y;

j-  Menteri dan Pejabat Setingkat Menteri;

k. Kepala Perwalkdlan Republik Indonesia di luar negeri

vang berkedudukan sebagai Tuta Besar Luar Biasa
dan Berkuasa Penuh;

I. Crubernur dan Wakil Gubcornur;
m. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/ Walkil Walikota;
dan

n. Pejabat Negara lain vang ditenitukan oleh Undang-
Undang.

Penziunan gsebapaimana dirmaksud dalam Pasal 2 terdiri
dlas:
a. Pensiunan PNS;
b, Pensiunan Prajurit TNI;
c. Pensiunean Anggota Polri;, dan
d. Pensiunan Pejabat Negara.
Pensiunan Prajurit ‘TNl schagaimana dimaksud pada
ayal (3] huruf b termasul:
a. Penerima Tunjangan Bersifat Pensiun Prajurit TNI;
dan

b. Pencrima Tunjangan Pokoi Prajurit TN,
sesual  denpan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai  administrasi
Prajurit THI.

(7} Pensiunan . . .
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(V) Pensiunan Anggota Polri sebagaimana dimaksud pada

i8]

ayat (3) huruf ¢ termasuk:

a. Penerima Tunjangan Bersifat Pensiun Anggota Polri;
dan

b, Penerima Tunjangan Poeliok Anggola Polo,

sesuai  denpgan ketentuan  peraturan perundang-

undangan vang mengatur mengensi bak-hak Anggola

Polri.

Penerima Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 rerdiri atas:

4. Penerima Pensiun Janda/Duda atau Anak dan FNS
vang Meninggal Dunia atau Tewas;

b. Penerima Pensiun Janda/Duda atau Anak. dari
Pensiunan PN8 vang Meninggal Dunia sebagaimana
dimaksud pada ayat (5] hurul a,

., Penerima Pensiun Orang Tua dari PNS yang Tewas
vang tidak mempunyai Tstrif Suami dan Anak;

d. Penerima Pensiun Warakawurd/ Duds atan Anak dari
Prajurit TNI vang Gugur/Tewas/Meninggal Dunia;

e, Penerima Pensiun Warakawari/ Duda atan Anak dari
Pensiunan  Prajurit TNl wvang Meningeal Dunia
sebagnimana dimaksud pada ayval (5) huruf b;

f.  Penerima Pensiun Warakawuri/ Duda atau Anak dari
Angpota Polr yang Gugur/Tewas/ Meningzal Dunia;

g. Penerima Pensiun Warakawuri/Duda atau Anak dari
Peonsiunan Angpola Pold yang Meninggal Dunia
sebagaiumana dimaksud pada ayat [5) hurnaf o

h. Penerima Pensiun Janda/Duda atau Anak dari
Pejabat Negara yang Meninggal Dunia atau Tewas;

i.  Pernerima Pensiun Janda/Duda atan Anak dari
Pensiunan Pejabat Megara vang Meninggal Dunia
gsebagaimena dimaksud pada ayat (5] huruf d; dan

j- Penerima Pensiun Orang Tua dari Pejabat Negara

vang Tewas dan tidak mempunyail Istn/Suami dan
Anak,
sesuai  dengan  ketentuan  poraturan  perundang-
undangan.
{9} Penerima . . .
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(9] Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 terdiri atas:

£,

b.

Penenma Tunjangan Veteran;

Penerima Tunjangan Kehormatan Anggota Komite
Maszional Indenesis Pusat;

Penernma Tunjangan Penghargaan Perintis
Pergerakan Kebangsaan ! Kemerdelkaan;

Penerima Tunjangan Janda/Duda dari Penerima
Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam bhoreul a,
huruf b, dan huaratf ¢

Penerima  Tunjangan  Belkas Tentara  Roninklijk
Nederland ndonesisch Leger/ Kominkliik Marine;
Ponerimsa Tunjangan Borsilat Pensiun
Warakawuri/Duda atau  Anak  dari  Penerima
Tunjangan Dersifal Pensiun Prajueit THI;

Penerima Tunjangan Pokok Warakawrl/Dada atau
Anak dan Penerima Tunjangan Pokol Prajurit TNI;
Penerima Tunjangan Pokeol Orang Tua Prajurit ‘TN
vang  Gugur/Tewas/Meninggal Dunia  dalam
clan/atay oleh karena Dinas dan tidak meninggalkan
[strifSuami dan Analg;

Pencrima Tunjangan Bersifat Pensiun
Warakawuri/|uda atau Anak  dari Penerima
Tunjangan Bersifat Pensiun Anggota Polri;

Penerima Tunjangan Pokeolk Warakawuri/Duda atan
Anak dari Penerima Tunjangan Pokok Anggota Polri;
Penerima Tutjangan Pokak Orang Tua Anggota Polri
vang  Gupur/ Tewas/Meninggal Duania dalam
dan/alau oleh karena Dinas dan tidak meninggalkan
Istri/ Suami dan Analk; dun

Penerima Tunjangan Cacat bagi PNS, Pojabat Negara,
Frajurit THI, dan Anggota Polr,

sesuei  dengan  ketentuan  peraturan perundang-

undangan.

SK Mo 06329 4
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(13 Penerima Tunjangan sebagaimana dimaksud pada
avar 9] ermasuk:
a. Janda/Duda, Anak, ataun Orang Tua Penerima

Tunjangan tambahan penghasilan atau yang disebut
juga sebagai gaji terusan dari PNS atau Pejabar
Negara yang meninggal dunia atan tewas sesual
dengan ketentuan peratuiran perundang-undangan
yang mengatur mengenal pemberian tunjangan
tambahan penghasilan bapl pensiun janda/duoda
PNS;

. Janda/Duda atann Anak Penerima  Tunjangan

tambahan penghasilan  atau yang disebut  juga
sehagai pensiun ferusan dari Pensiunan PNS atau
Pensiunan Pejabal Negara yvang meninggal dunia
sesual dengan ketentuan peraturan  perundang
undangan yang mengatur mengeonal pemberian
tunjangan lambshan penghasilan bagi  pensiun
janda/duda PNS;

Warakawur/ Duda, Anak, alau Orang Tua penerima
gaji terusan dari Prajurit TN atau Anggota Polr vang
gugur/ tewas /meninggal dunia atan yang dinyatalan
hilang sesuai dengan ketentuan  peraturan
pemindang-undangan; dan

. Warakawuri/Duda ataun Anak Penerima  Pensiun

Terusan dari Pensiunan Prajurit THI atau Pensiunan
Anggota Polri yang meninggal dunia sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pazal 4

(1) Popgawai  Non-Pegawal  Aparatur Sipil Megara
sebagaimana dimalsud dalam Pasal 2 aval {3) hurul |
hatus memenuhi persyuralan sebapal berikut:

Warga Negara Indonesia;

h. pada saat Peraturan Pemerintah ini diundangkan,

telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara
penuh dan terus mencrus paling singkat selama
1  satu] tahun  sejak pengangkatan  dlag
penandatanganan perjanjian kerja;

¢, pendanaan ...
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¢. pendanasan belanga pegawainya dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

d. diangkat oleh pejabat yang memilikn kewenangan
dan/atau telah menandatangani perjanjian kerja
sesual dengan  Ketentuan peraturan porundang-
undarigan,

(2} Dalam hal Pegawal Non-Pegawal Aparature Sipil Negara

(3]

belum melaksanakan tugas pokok organisasi secara

penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 [satu]

tahun scbagaimana dimaksad pada ayat (11 huruf b,

Tunjangan Harl Rayva dan/atau Gaji Ketiga Belas dapat

diberikon apatila;

a. telah mensndatangani  perjanjian kerja dengan
pejabat yang memiliki kewenanean sesual ketentuan
peraturan  perundang-undangan dan dalam
perjanjian kerja dimaksud telah dinyatakan berhak
menerima Tunjangan Har Raya dan/atau Gaji Ketiga
Belas; atan

b. telah ditetapkan menerima Tunjungan Harl Rava
dan/atau Gajl Kedga Belas oleh Pejabar Pembina
Kepegawalan dalurn surat keputusan
pengangkotanriys seeual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Lembaga Nonstrultural yang Pimpinan, Anggota, dan
Pegawai  Non-Pegawai  Aparatur  Sipil  Negara
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3] huraf £
dan huruf j vang diberikan Tunjangan Hari Raya
dan/atau Guji Ketiga Helas, ditctapkan oleh menteri
vang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendayagunaan aparatur negara dan  reluormasi
birokrasi,

Pagal 5. ..
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Prasal 5
Tunjangsn Harl Raye dan Gan Keliga Delas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 tfidak diberikan kepada PN3,
Prajurit TNI, dan Anggota Polri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huraf a, barof o, dan haraf d, dalam
hal:
a. scdang cutl di luar tanggungan negara; atau
b. sedang ditugaskan di luar mslanst pemerintah baik di
dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar
oleh instansi tempat penugasan,

sesual denpan kelentuan peraluran perundang-undangare.

Pasal &

(1] Tunjangan Harl Rava dan Gaji Ketiga Belas bapgl PN3,
PPPH, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, Dewan
Pengawas HKomis: Pemberantasan Koripsi, Pimpinan
Lembagn Penyiaran Publik, dan Pegawal Non-Pegawai
Aparalur 3ipil Negara yang berlugas pada Lembaga
Penviaran Publik, terdir atas:

a.  gaji pokok;

b, tunjangan keluarga;

. tunjangan pangan; dan

d. tumjangsn jabatan atau tunjangan umum,
sesial fabatannya dan/atan pangkatnva.

(2) Tunmjangun Hari Rava dan (aji Keliga Belas bagh Wakil
Menteri, paling banyalk sebesar 853% {(delapan puluh lima
persen) dari Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
yang diberikan kepada Menreri,

(3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi:

a. Staf Khusus di lingkungan kKementerian/lembaga;
dan
Ir. Pejabacr  yang Hak  Keuangun  alau Hak
Adminiastratifnya disctaralan atau selingkatl dengan:
[} bMentery;
2]  Pejabat Pimpinan Tinggi;
3) Administrator . _ .
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3y Achministralor; atau
4} Pengawas,
paling banvak scbesar Tunjangan Harl Rayva dan Gaji
Ketiga Belas vang diberikan kepada pojabat vang setara
ataiz  setingkat  hak  kevangannya atau hak
administratifiya,
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas  bagi
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyar
Daerah, paling banvak sebesar akumulasi dari Uang
Hepresentasi, Tunjangan Keluarga, dan Tunjangan
Jabatan Pinpinan dan Anggola Dewan  Perwakilan
Rakyat Daerah sesusi dengan ketentuan peranirat
perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan
administralil Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Dacrah.
Tunjangan Hari Raya dan Gajl KEeligs Belas bagi Halkdm
Ad hoe, sebesar Tunjangan Hakim Ad hoe sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tunjangan Hari Rayva dan Gaji Ketiga Belas hagi:
a. Pimpinan dan Anggota Lembaga Nonslrukiural; dan
b, Pegawai MNon-Pegowsi Aparatur Sipil Negara yang
bertugas pada Lembaga Nonstrulcharal,
sebesar Tunjangan Harl Raya dan {(raji Keliga Belas yang
melipuli Penghasilan atau dengan sebutan lain yang
diterima  setiap  bulan  sesual  dengan  keleniluan
peraturan perundang-undanean dengan besaran paling
banvak sesuai dengan Lampiran yang merupakan
bagian tidak erpisabkan darl Peraluran Pemerintah ini.
Tunjangan Harl Raye dan Gajl Ketiga Belas bagh
. Pimpinan Badun Layanan Umum/Badan Layanan
Umum Dacrah; dan
b. Pegawal Non-Pepawal Aparawur Sipil Megara yang
beriugas pada  Instansi Pemerintah  wvang
menerapkan pota pengelolaan  keuangan Badan
Leavanan Uniun/ Badan Layanan Umnum Dacrah,
paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji
Ketigs Belas yvang diberikan kepads PNS padas Badan
Layanun  Umum/Badan  Lavanan Umuam Daerah
tersebut yang peringkat jabatannya atau gradenya
Setara.

Pasal 7 ...
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Pagal 7
Tunjangan IHari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi Calon PNG
terdird atas:
a. 8o (delapan puluh persen! dari gaji pokok PNS;
b, tunjangan kelusrga;
c. lunjangan pangarn; dan
d.  tunjangan armuam,
sesual jabatannya dan/atau pangkat golongan/ruangnya.

Pasal &
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagl Pensiunan
dan Penerima Pensiun lerdin atas:
a.  pensian pokal;
bh. tunjangan keluarga;
o tunjangan pangan; dan
d. tambahan penghasilan.

Pasnl 9

Tunjangan Hari Raya dan Gajl Ketiga Delas bagi Penerima
Tunjangan scbesar lunjangan vang dilerima oleh Penerima
Tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
mndangan,

Pasal 1O
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Delas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, tidak termasuk:
a. tunjangan kincrja;
b.  tunjangan kinerja dasrah atau sebutan laing
c. tambahan pettghasilan pegawai atau sebutan lain;
d. insentif kinerja;
c. insentf kerja;
f.  turjangan pengelolaan arsip statis;
g. tanjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan
kompensasi, atau tunjangan lain yang sejenis,
h.  lonjangan pengamanan,
i. tunjangan profesi atau tunjangan khusus puru dan
dosen ataw tunjangan kehormatan,
j.  tambahan penghasilan bagi guru PNE;
k. insentif khusus; -
L. tunjangan . . .
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tunjangan khusus;

tunjangan pengabdian,

tunjangan oprrasl pergamatiarn,

tunjangan selisih penghasilan;

tunjangan penghidupan luar negeri;

tunjangan atau insentf yang ditetaplkan  dengan
peraturan perundeng-undangan atay peraturan internal
instansi pemerintab; dan

tunjangan atau dengan scbutan laim di luar kerentuan

sebupairnana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8,
dan Pasal 9.

Pasal 11

Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam
‘asal 2, dibayarkan paling cepat 1O (sepuluh) hari kerja
sebelum tanggal Hari Raya.
Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud
pada avat (1} belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari
Raya dapatl dibayarkan setelah tanggal Hari Raya,
Tunjangan Hari Rave sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), besarannva sesual dengan ketenluan
schagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal ¥, Pasal 8,
atau Pasal 9, untuk 1 [satu) bulan pada bulan April
Tahun 2021.

Fasal 12

Guyji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dulam Pasal 2,
dibayvarkan paling cepat pada bulan Juni.

Dalam hal Gaji Ketign Belas scbapgaimana dimaksud
pada avat (1) belum dapat dibayvarkan, Gaji Ketiga Belas
dapat dibayarkan sctclah bulan Juni.

Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1},
hesarannya sesuai dengan  ketentuan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal &, Pasal 7, Pasal 8, atau Pasal 9,
untuk 1 [satu) bulan pada bulan Juni Tahun 2021,

Pasal 13

Tunpangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana
dimaksued dalarm Pasal 2, tidak dikenakan polongan
juran duan/atau potengan lain berdasarkan ketenluan
peraturan perunduang undangan.

(2} Tunjangan . . .
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(2} Tunjangean Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana

(1)

(2}

(3)

(4]

()

(&)

dimaksud pada ayat (1], dikenakan pajak penghasilan
sesual  dengsn  ketentuan perataran perundang-
undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 14

Dalamm hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat

menerima lebik dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya,

Turjangan Harl Raya yang dibayarkan hanya 1 (satu)

Tunjangan Hari Raya yang nilainyva paling besar.

Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Pensiunan

alau scbaliknya Pensiunan sekaligus sebagsi Aparatur

Negara sesuai ketentuan dapal menerima lebih dari

1 {satu} Tunjangan Hari Raya maka Tunjangan Har

Raya yang dibayarkan hanya 1 (satu) Tunjangan Hari

Eaya yang nilainya paling besar.

Dalam hal Aparatur Negara dan Pensiunan scbagaimana

dimaksud pada ayat (1] dan ayat (2), menerima lebih dari

1 (satiy) Tunjangan Harl Raya, kelebihan pembayaran

Turgjangan Harn Rava tersebut merupakan utang dan

wajib mengembalikan kepada negara sesual dengan

ketentuan peraturan periandang-undangan.

Dalam hal Aparatir Negara sekalipus scbagai Penerima

Pensiun,  danjalau sebapad  Penerima  Tunjangan,

Tunjangan Har Rava yang dibayarkan:

a. Tunjangan Harl Raya sebugal Aparatur Negara, dan

b. Tunjangan Hari Raya sebapal Penerima Pensiun
danfalau Tunjungsn Hurl Rayva sebagal Penerima
Tunjsigar,

Dalam hal Pensiunan sckalipus  schagail Penerima

Pensiun  dan/atau  sebagal  Penerima  Tunjangan,

Tunjungan Harl Raya vang dibavarkan;

a. Tunjangan Har Raya schagal Pensiunan; dan

b, Tunjangan Hari Eaya sebagal Penerima  Pensiun
dan/alau Tunjangan Horl Bayas sebagal Penerima
Tunjangan.

Dalam hal Penerima Pensiun sekalipus sebagai Penerima

Tunjangan, Tunjangan Har Raya yang dibayarkan:

&, Tunjarngan Hari Raya sebapgai Penerima Pensiun; dan

b Tunjangan Har Raye sebagal Penerima Tunjangan,

Pasal 15 ...
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Paszal 15

Dalam hal Aparatur Negara sesual ketentuan dapat

mencrima lebih dari 1 [satu) Gaji Ketiga Belas, Gajl

Ketipan Belas yang dibayarkan hanya 1 (satu] yang

nilainya paling besar.

Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Pensiunan

atau sebalibnya Pensiunan sekaligus sebagai Aparanar

Megara sesuai ketentuan dapat menerima lebib dari

1 [satu) Gaji Ketipa Belas, Gaji Kedge Belas yang

dibayarkan hanva 1 {satu) vang nilainva paling besar.

Dalam hal Aparatur Megara dan Pensiunan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan avat (2}, menerima lebih dari

1 [satu} Gajl Ketiga Belas, kelebiban pembayacan Gaji

Ketiga Belas terscbut merupakan utang dan wajib

mengembalikan kepada negara sesuai dengan leetentuan

peraluran perundang-undangan,

Dalam hal Aparalur Nepara sehalipus sebapsi Penerima

Pensiun, dan/atau scbagan Penerima Tunjangsmn, Gajl

Ketiga Belas yang dibayarkan:

a4, Guji Ketiga Belas sebagal Aparatur Negars, dan

h. Gajl Ketiga Belas scbagal Peocerima Pensiun
dan/atau  Gaji  Kelipa Belas  sebagal  Penerima
Tunjangan.

Dalam hal Pensiunan  sekaligas  sebagal Penerima

Pensiun dan/atau sebagai Penerima Tunjungan, Gaji

Ketiga Belas vang dibayarkan:

a. (3aji Ketiga Belas sebagail Pensiunan; dan

b. Guji Ketiga Belas schagai Penerima Pensiun dan/atau
Gaji Keliga Belus sebagai Penerima Tunjangan.

Dalam hal Pencrima Pensiun sckaligus sehagai Penerima

Tunjangan, Gaji Kcotiga Belas yang dibayarkan:

a. Gaji Ketiga Belas schugai Penerima Pensiun,; dan

b. Gaji Kebga Belas sebagai Penerima Tunjangan.

Pasal 16 . ..
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Pazal 16

Anggaran yvang diperlukan unituk pelaksanaan Peraturan
Pemerintah ini dibebankan padsa;

el

Anpgaran Pendapatan dan Belangs Negara bapi:

1.
. PPPK yang bekerja pada instansi pusal,

17

PN& dan Calon PNS yvang bekerja pada instansi pusat;

Pejabat Nepara selain Gubernuar, Wakil Gubernur,
Bupati, Walikota, Walil Bupati, dan Wakil Walikota;

Prajurit THNI;

Anggota Polri;
Pensiunan;

Penerima Pensiun;
Penerima Tunjangan:
Wakil Mentern,;

. Staf Khusus di lingkungan kementerian,/lembaga;
1. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korapsi;
. Haltim Ad hoc;

. Pimpinan dan Anggota Lembaps Nonstruktural;
Jimpinan Badan Layanan Ummurn,

. Pimpinan Lembeaga Peryiaran Publik;

L

Pejabat  vang Hale Keuangan atau Halk
Administratifnya disctaralan atau sctingkat dengan:
a) Menteri;
b} Pejabat Pimpinan Tinggi;
c| Administrator; atau
d} Penpawas,
Pegawai Non-Pegawal Aparatur Sipil Negara yang
bertugas pada instansi pusat, termasuk Pegawai Non-
Pegawal Aparatur S5ipil Negara yang bertugas pada
Lembaga Monstruktural, instansi pemerinteh yang
menerapkan pola pengeiolasn kcouangain Badan
Layanan Umum, Lembags Peoviarsn Publik, dan
Perguruan Tinggi Negeri Baru berdasarkan Peraturan
Presiden Nommor 10 Tahan 2016 tentang Dosen dan
Tenagn Kependidikan pada Perguruan Tinggl Negeri
Baru.

b. Anggaran . . .
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.  Anggaran 'cndapatan dan Belanja Daerah bagi:
1. PFN5 dan Calon PNS yang belerja pada instansi daerah;
2. PPPK vung bekerja pada instansi daerah;
3. Gubernur dan Wakil Gubernaars
4, Bupati/Walikota dan Walkil Bupati/Wakil Walikota;
3

. Pimpinan dan Anggola Dewan Perwakilan Ralgat
IDaerah;

Pimpinan Badan Layanuan Umurmn Daerahl; dan
Pegawai Non-Pegawal Aparatur Sipil Negara yang
bertugas pada pada instansi daerah yang menerapkan
pola pengelolaan keuangan Badan Lavanan Umum
Diaerah,

oo

Pasal 17

(1} Ketentuan lebih lanjut mengenai tcknis pemborian
Tunjangan Ifari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Megara diatur dengan  Peraturan  Menteri  yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kcuangarn.

{2} Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian
Tunjangan Hari Kaya dan Gaji Ketiga Belas yang
bersumber dari Angparan Pendapatan dan Belanja
Dracruh diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Paszal 18

Pada saal Persturan Pemerintah ini mulai berlalu, semua
peralursn  perundang-undangan  atau  ketentuan  yang
merupakan pelaksanasn dar;

a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang
Pemberian “Munjangan Harl Raya Tahun 2020 Kepada
Pogawal  Negeri  Sipil, Prajurit  Tentara Nasional
Indonesia, Anggota  Kepolisian  Negara  Republik
Indonesia, Pegawal Nonpegawai Megeri Sipil, Dan
Penerima Pensiun Atau Tunjangan [(Lembaran Megara
Ecpublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 132, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6513);

h. Peraturan . . .
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b. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 enlang
Femberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, Atau Penghasilan
Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negerl Sipil,
Prajurit Tentara Nasional Indoneaia, Angagota Kepolisian
NWegara Republik Indonesia, Pegawal Nonpegawal Negeri
Sipil, Dan Penorima Pensiun Atau Turngangan [Lembaran
Negara RKepublik [ndonesia Tahun 2020 Nomor 189,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
B545],

dinyatakan masih tetap berlaku  secpanjang tidak

bertentangan  dengan ketentuan dalam Peraturan

Pemerintah ini,

Pasal 19

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

a. Peraluran Pemerintah Nomor 24 ‘Tabun 2020 tentang
Pemberian Tunjangan Han Raya Tahun 2020 Kepada
Pegawai MNegeri  Sipil, Prajuril Tentara Nasional
[ndenesia,  Anggota  Kepolisian  Negara  Repuhlik
Indonesia, Pegawal Neonpcgawai MNegeri Sipil, Dan
Penerima Pensiun Alau Tunjangan (Lembaran Nepara
Republik Indoenesia Tahun 2020 Nomor 132, Tambahan
Lembaran Negara Kepuhblik Indonesia Nomor 6315,

b. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tabun 2020 lentang
Pemberian Gajl, Pensiun, Tunjuengan, Ataw Penghasilan
Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil,
Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian
MNemgara Republik Indonesia, Pegawal Nonpegawal Negen
Sipil, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomeor 1859,
Tambahan Lembaran Nepara Republik Indonesia Nomor
£340),

dicalrul dan dinvatakan tidak berlalo.

Pasgal 20

Peraiuran Pemerintah ini moulai herlabu pada  tanggal

divundangkar,
Agar . .
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Apar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Pemerintah imd dengan
penempatannya. dalam Lembaran Negara  Republik

[ndonesia.

Ditelapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2021

PRESIDEN REPUBLIK INDONESLA,

ttel.

JORCH WD)

Diundangkan di Jakarta
pada tangeal 28 April 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUS1A
EEPUBLIK INIDONESLA
ALY INTIERIM,

LLel,

MOHAMMAD MAHFUD MD

LEMEARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2041 NOMOR 108

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
PUBLIE INDOMNESIA

1o Perundang-undangan
drminisirast Hukourmn,

SK Mo D16217 A
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PENJELASAN

ATAB
FERATURAN PEMERINTAI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 63 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA
APARATUR NEGARA, FENSIUNAN, PENERIMA PENSIUN,
DAN PENERIMA TUNJANGAN TAHUN 20321

.  LMUM

Bahwa Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kelcuasaan
pengelolaan  keuangan negara  sebagal  hagian  dari kekuasaan
pemerintahan diantaranya penctapan gaji dan tunjangan. Dalam rangka
menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah berupaya
untuk mempertahankan tingkat daya bel masvarakat diantaranya
melalui pembelanjuan Aparatur Megara, Pensiunan, Penerima Pensiun,
dan Penerima Tunjangan di masyarakat, sehingga berkontribusi terhadap
pertumbuban  ekonomi  nasional. Olek  karena  itu, Pemerinlah
memandang perlu untuk memberikan  stimulus  finansial berupa
pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, dengan totap
memperhatizan kebijakan Pemerintah berkaitan dengan penanganan
Pandermi Covid-19.

Pernberian Tunjangan Hari Raya dan Gajl Ketiga Belas merupakan
kebijakan Pemerintah sebagai wujud penghargaan atas pengabdian
Aparatur  Negara, Pensiunan, Pencrima Pensiun, dan  Penerima
Tumjangan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Tunjangan
Hari Raya dan (3aji Ketiga Belas diberikan scbesar gajifpensiun polok
dan tunjangan yang melekat pada gaji/pensiun pokok atau dengan
scbutan lain {tanpa tunjangan kinerja ataw dengan sebutan lain) dengan
memperhatikan kemampuan keuangan negara termasuk kemampuan
keuangan daecrah. Mamun demikian, diantara Aparatur Negara dan
Pensiunan yang memenuhl persyaratan untuk menerima lebih dari 1
{satu) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Keliga Belas, hanya diberikan
Tunjangan Hari Raya dan (aji Ketiga Belas yang nilainya paling besar.

Sedangkan . . .
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Sedangkan bagl Aparalur Megara ataw Pensiunan yang karena
status/kedudukannya sebagai Penerima Pensiun  atau Penerima
Tunjangan maka kepada vang bersanghkutan tetap diberikan Tunjangan
Hari Raya dan Gaji Keliga Belas sebagai Aparatur Negara atau Pensiunan
sekaligus Tunjangan Huri Rava dan Gaji Ketiga Belas sebagai Penerima
Pensiun darn/atau Penerima Tunjangan. _

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas juga
diberikan kepada Pegawal Non-Pegawai Aparatur Sipil Negard yang
bertugas pada instansi pemerintah termasuk Pegawai Non-Pegawal
Aparatur Sipil Negara yang bertupas pada Lembaga Nonstruktural,
instansi pemeriniah yung menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan
Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah, Lembaga Penyiaran
Publik, dan Perpuruan Tingel MNegerl Baru berdasarkan Peraluran
Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang osen dan Tenaga Kependidikan
pada Perguruan Tinggi Negeri Baru, atas jasanya dalam mencapai Lijuan
pembangunan nasional. Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gajl Eetiga
Belas tersebut memperhatilan kesetaraan dengan Tunjangan Hari Raya
dan Gaji Ketiga Belas yang diberikean kepada Aparalur Negara khususnya
FMNS, Prejurit THI, dun Angeoisn Polri serta dengan memperhatikan
kemampuan keuangan negara termasuk kemampuan keoangan dacrabs,
Kebijakan besaran Tunjangan Hari Rayva dan Gaji Ketiga Belas tersebut
diberikan secara proporsional mengacu pada kedudukarn jubatan, tingkat
pendidikan, dan/atan masa kerjanya.

Fenctapan Peraturan Pemerintah ini  dimaksudkan  untuk
memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan pemberian Tunjangan
Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan,
Pencrima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021,

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cubap jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pusal 3
Myat (1]
Cukup jelas.

Aval (2] ...

SH No 106343 A
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Huruf a

Yang dimaksud dengan *PNS, Prajurit TNI, dan Anggota
Polri vang ditempatkan atau ditugaskan i Perwakilan
Republik Indonesia di luar negeri” adalah PNS, Prajurnl
THNI, dan Angegota Polr karena statis) kedudukannya
ditempatkan untuk melaksanakan tugas di Perwakilan
Republik Indonesia di luar negeri, termasuk yang
melaksanakan Keputusan Penugasan untuk bekerja di
Perwakilan Republik Indonesia i har negerl sesnai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
yang gajitya dibavarkan dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah,

Huruf b

Yang dimalsud dengan *PNS, Prajurit TNI, dan Anggola
Polri yang ditugaskan di luar instansi pemerintah®
adalaly PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri karena
status/ kedudukannya ditugaskan spur melaksanakan
Keputusan Penugasan untuk bekerja di luar instans
pemerintuh  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

¥ang dimaksud dengan “instansi pemerintah™ terdir
atas instansi pusat dan instansi daerah sesuai dengan
kelentuan peraturan perundang-undangan, termasuk
alat negara scsual dengan  ketontuan  peoraturan
perundanpg-undangan,

Yang dimaksud dengan “instansi induk” adalah inslans:
pemerintah yang Pejabar Pembing Kepegawaian atau
denigan  sebutan  lainnya  menetapkan  Keputusan
Penugasan kepada PR3, Prajurit TNI, dan Anggota Polri
untuk hekerja pada instansi di luar instansi pemerintah
sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
urclangan. .

TTaruf ¢

Cukup jelas.

Huraf d

Culiup jelas.
Awvat (3] . ..



Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal &
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Ayat (3]

Culiup jelas.

Ayat (4]

Cukup jelas.

Ayat (3]

Culoup jelas.

Ayat (8]

Culup jelas.

Avat (7]

Cukup jelas.

Ayat (8]

Cukup jelas,

Avat (9}

Cubiup jelas,

Movat (10)

Culoap jelas.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “cuti di luar tanggungan ncgara”
adalah cuti di luar tanggungan ncgara atau dengan sebutan
lain sesuai dengan  kelentuan  peraturan  perundang-
undangarn.

Huraf b

Yang dimaksud dengan “ditugaskan di luar instansi
pemerintah” adalah PNS, Prajurit TNI, dan Anggota Polri
karena status/ kedudukannya difugaskan agar
melaksanakan Keputusan Penugasan untuk beketja di luar
instansi pemerintah sesuai dengan kelentuan peraturan
perundang-undangan.

Yang . . -
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Yang dimaksud dengan “instansi pemerintah™ tordirl atas
instansi pusat dan instansi daerah sesuai dengan kerentuan
peraturan  perundang-undangan, termasuk  alat nepara
seaual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Yang dimaksud dengan “instansi tempat penugasan” adalah
instansi di luar instansi pemerintah sebagai tempat PNS,
Prajurit TNI, dan Anggosta Poln melaksanakan  Lugas
berdasarksn Keputusan Penugasan vang ditctapkan oleh
Pejabat Pembina Kepegawaizn atau dengan scbutan lain

pada inslansi indul,

Ayat (1)

S Mo [ 546 A

Yang dimalksud dengan “Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil
Mepara vang bertugas pada Lembaga Penviaran Publik” adalah
pezawal dengan sebutan sebagai "Fegawai Bukan Pegawai
Negeri Sipil” yang diangkat oleh pejabat yang memiliki
kewenangan di Lembaga Penviaran Publik dan  telah
menandatangani perjanjian ketia sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,
Huruf a
Yang dimaksud dengan "gaji pokok” adalah gaji pokolk
sebagaimana diatur dalam  peraturan  perundang-
undangan tentang gaji/hak kcuangan atau dengan
sebutan lain.

Hurul b

Yang dimaksud dengan "tunjangan keluarga® adalah
tunjangan  keluargs  sebagaimana diatur  dalam
peraluran  porundang-undangan  tentang  gajifhak
kevangan atau dengan sebutan lain,
Huraf o

Yang dimaksud dengan "tunjangan pangan' adalah
tunjangan pangan atau yang disebut juga scbagai
tunjangan beras sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan tentang gaji/ hak kenangan atau
dengan sebutan lain.

Huruld ...
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Huruf d

Yang dimaksud dengan “tunjangan jabatan” adalah

iunjangan jabatan  scbagaimana  diatur  dalam

peraturan perundang-undangan  lentang  gajifhak

kcuangan alau dengan sebutan lain.

Tunjangan jabatan meliputi  tunjangan  jabatan

struktural, {unjangan jabatan fungsional, dan

tuniangan vang dipersamakan dengan tunjangan

jabatan  sesuai  dengan  ketentuan peratiran

perundang-undangar,

Yang dimaksud dengan “tunjangan jabatan struktural”

adalah tunjangan jabatan struktural sebagaimana

diatur dalam peraluran perundang-undangan tentang

tunjangan jabatan strukiural,

Yang dimaksud dengan “tunjangan jabatan fungsional”

adalah tunjangan jabatan fungsional sebagaimana

diatur dalam peraturan perundang-undangan tenlang

tunjungan jabatan fungsional,

Yang dimaksud dengan "tunjangan yang dipersamakan

dengan tunjangan jabatan” bagi PNS adalakh:

4. Tunjangan Tenaga Kependidikan;

Tunjangan Panitera;

Tunjangan Jurusita dan Jurusita Pengganti;

Tunjungan Pengamat Gunung Api bagi. PNS

CGralongan I dan II;

e. Tunjangan Petugas Pemasyurakatan; dan

I Tunjangan .Jabalan bagi Pejabat Terlentu vang
Ditugaskan pada Badan Pemeriksa Keuangan,

Yang dimaksud dengan “tunjangan yang dipersamakan

dengan tunjangan jabatan” bagi Pejabat Negara adalah

tunjangan hakim.

Yang dimaksud dengan "tunjangan umum” adalah

tunjangan umum sehagaimana diatur dalam Peraturan

Presiden Nomaor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan

Umum bagi Pegawai Negeri Bipil.

2

Aparatur Negara vang memiliki tunjangan jabatan lebih
dari 1 (satu), tmaka tunjongan  jabatan  yang
diperhitungkan dalam Tunjangan Harl Raya dan Gaji
Ketiga Belas hanya salah satu dari tunjangan jabalan
yang nilainya paling besar.

Avat (2) ...
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Awvat {2
Cukup jelas,
Axat {3)
[haraf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “Pejabal vang Hak Kouangan
atau Hak Administratifioya disetaralan atau setingkat
dengan; Mernleri, Pejabnt Pimnpinan Tinggi,
Administrator, atau Pengawas® adalah pejabatl lerientuy
vang diberikan Tunjangan Hari Rayva dan Gagi Keliga
Belas schesar Tunjangan Hari Raya dan (Gaji Ketiga
Belas yang diterima oleh pejabat vang scsuat dengan
kesclaraannya atau tngkalnys vaitu Menteri, Pejabat
Pimpinan Tinggi, Administrator, atair Pengawas.
Contoi
Prjabat vang Hak Keuangan atau Hak Administrartifrnya
disetaralkan atau setingkat dengan Pejabal Ponpinan
Tinggi Madya, maka Tunjangan Hari Rava dan Gaji
Keliga Bolas vang diberikan kepadanya paling banyak
sebesar Tunjanpgan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
yang diterima oleh Pejabal Pimpinan Tinggi Madya.
Ayal (4]
Culup jelas.
Ayat (3]
Cukup jelas.
Avat [6)
Culoup jelas.
Ayat (T}
Cukup jelas.

Puasal 7

SK No 016207 A

Cukup jelas.

Pasal 8 . ..
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Pasal 8

Huruf a
Yang dimaksud dengan “pensiun pokok™ adalah pensiun
pokok sebagaimana diatur dalam persluran perundang-
undangan tentang pensiun pokok.

Hurf b

Yang dimaksud dengan ftunjangan’ keluarga” adalah
tunjangan keluarga scbagaimana diatur dalam peraturan
perundung-undangan tentang pensiun pokole.

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “tunjangan pangan” adalah
tunjangan pangan alau yang disebut juga sebagai tunjangan
beras  schagaimmana diatur dalam  peraturan perundang-
undangan tentang pensiun pokel.

Huraf d

Yang dimaksud dengan “tambahan penghasilan® adalah
tambahan penghasilan bag Penerima Pensiun yung karena
perubahan pensiun pokok baru tidak mengalami kenaikan
penghasilan, mengalami  penurunan  penghasilan,  atau
mengalami kenaikan penghasilan tetapi kurang dari 5% (lima
persen) sesuai dengan ketemtuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 9

SK Mo 106349 A

Yang dimaksud dengan “tunjangan yang diterima oleh Penerima
Tunjangan” adalah tunjangan yang diberikan kepada Penerima
Tunjangan sebagal penghargaan dan/atau penghormaten dari
negara sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
vang terdif alas: Tunjangan Veteran, Tunjangan Kehormatan
Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat, Tunjangan Penghargaan
Perintis  Pergerakan — Kebangsaan/Kemerdckaan, Tunjangan
Janda/Duda, Tunjungan Bekas Tentara koninklijk nederland
indonesisch leger/ koninkljk marine, Tunjangan Dersifat Pensiun,
Tunjangan Pokok, Tunjungan Tambahan Penghasilan atau yang
disebut jugs sebapgai gaji terusan, dan tunjangan lambahan
penghasilan atau yang discbul juga sebagai pEnsiun terasan,

Pasal 10 ...
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Paszal 10
Hural a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelus,
Hurufc
Cukup jelas,
Hurul d
Culup jelas.
Hurufl e
Culcup jelas.
Huruaf £

Yang dimaksud dengan “tunjangan pengelolaan arsip stalis”

adalah tunjangan pengelolaan  arsip statis bagl PN3

di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia,

Huruf g

Yang dimaksud dengan “tumjangan bahaya, lunjangan

resiko, tunjungan kompensasi, atau tunjangan lain yang

sejenis” terdin atas:

1) Tunjangan Bahaya Radiasi bagi PN2 di linglungan Badan
Pengawas Tenaga Nulklir;

2) Tunjangan Bahaya Nuklir bagi PNS di lingkungan Badan
Tenaga Nuklir Nasional;

3) Tunjangan Bahaya Radiasi bugi pekerja radiasi;

4) Tunjangan Resiko Hahays Keselamatan Dan Kesehatan
Dalam Penvelenggaraan Pencarian Dan Pertolongan bag
pegawai negeri di lingkungan Badan Search And Kescue
Masional; dan

5} Tunjangan Resiko Bahuaya Keselamatan Dan Kesehatan
Dialarn Penvelenggaraan Persandian,

Huruf h
yang dimaksud dengun “tunjangan pengamanan” adalah
tunjangan pengamanan persandian,

Huruf i

SK Mo 106350 A

Culap jelas.,
Hurufj ...
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Huruf j
Cukup jelas,
Huruf k
Cukup jelas.
Hurafl |
Yung dimaksud dengan “tunjangan khusus™ terdiri atas:
1) Tunjangan Khusus Provins Papua, dan
2] Tunjangan Khusus Wilayah Pulau Kecil Terluar dan/atau
Wilavah Perbatasan bagi PNS pada Kepolisian Negara
Republik Indonesia yang berfugas secura penuh pada
wilayah pulau kecil terluar dan/atau wilayah perbatasan.
Hurul'm
Yang dimaksud dengan “tunjangan pengabdian® adalah
Tunjangan Pengabdian bagi PN2 yang bekerja dan bertempat
tunggal di daerah terpencil.
Huruf n
Yang dimaksud dengan “tunjangan operasi pengamanan”
adalah Tunjangan Operasi Pengamanan bagi Prajurit TNI dan
PNS yang bertugas dalam operasi pengamanan pada pulau
keeil terluar dan wilayah perbatasar,
Huruf o
Yang dimaksud dengan . “tunjangan selisin penghasilan”
adalah Tunjangan Selisih  Penghasilan  bagi PNS  di
lingkungan Sekretarat Jenderal Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Sckretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyual dan
Badan Keahlian, dan Sckreturiat.Jenderal Dewan Perwakilan
Daerah.
Hurul p
Yang dimaksud dengan “tunjangan penghidupan luar negeri”
adalah Turjangan Penghidupan Luar Negeri bagl PNS,
Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pejabar Negara vang
ditempatkan atau ditugaskan di Perwakilan Republik
Indonesia di luar negeri.

Hurul g . . .
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Huruf g

Yang dimaksud dengan “inslanst pemerintah” terdiri atas
instansi pusal dan inslanst dacrah sesuad dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, termasuk lembaga negara
dan alal negara sesum dengan  ketentuan  peraturan
perundang-unduangar.

Huruf r

Paosal 11

Yang dimaksud dengan “tanjangan atau dengan sebutan
lain” adalah tunjangan atau dengan sebutan lain di luar
kelentuan tentang  gajl  pokoly, tunjangan  keluarga,
tunjangan pangan, tunjangan jabalan, tanjangan jabatan
strukiural, turjangan jabatan fungsional, funjangan yang
dipersamakan dengan  unjangan  jadbatan bagi PNS,
tunjangan jabalan  pejabat negara,  tunjangan  yang
dipersumakan dengan tunjangan jabatan bagi  pejabat
negara, tunjangan  hakim, tunjangan  umoum,  Uang
representasi, tunjangan jabatan pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah, lumangan Hakim Ad hoo,
pensiun pokok, tambahan penghasilan bagt  penerima
pensiun, dan  (unjangan  yang diterima oleh Penerima
Tunjangar.

Culkup jolas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Avat (1)
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Yang dimaksud dengan "sesuai ketentuan dapat menerima
lebih dari 1 ([satu) Tunjangan Hari Raya” adalah sesuai
ketentuan pemberian Tunjangan Harl Raye secorang Aparatur
Nepara menjadi subjek penerima Tunjangan Harl Ruya yang
berbeda karena ! {salu) vrang memiliki 2 {duaj atau lebih
statis, jabatan, atau kedudukan yang dimilild dalam wakiu
vang bersamaan,
Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan kepada seorang
Aparatur Negara tersebut hanya salah satu Tunjangan Hari
Ravea vang nilainya paling besar,

Contoh: . ..
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Contah:

Seorang PNS berstatus diberhentikan sementara dan gajinya
masih dibayarkan vang diangkat sebagai Angpela Lembaga
Nonstruktural, Dar kedudukannya tersebut seorang PNS
sesual ketentuan memjadi penerima Tunjangan Harn Raya
schapai PNS dan penerima Tunjangan Hari Raya sebagai
Angeota Lembaga Neonstruktural. Tunjangan Har Raya yang
dibayarkan kepada A merupakan Tunjangan Harl Raya yang
nilainya paling besar di antara Tunjangan Harl Rava sebagai
PNS atau Tunjangan llari Raya scbagai Anggota Lembaga
Noonstuuktural,

Terhadap vang hersangkutan akan diberikan 1 (satu)
Tunjangan Hari Rava yang nilainya paling besar di anlara
statusnya  vailu  sebagai PNS  berstalus  diberhentikan
semenlare dan  gajinya masih  dibayarkan dan Anggpola
Lembaga Nonstrukiural.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "sesual ketenluan dapat mencrima
lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya® adalah sesuai
ketentuan pemberian Tunjangan Hari Raya seorang menjadi
gubjelk penerima Tunjungan llari Raya vang berbeda karena
1 {saty) erang memiliki 2 [dua) atau lebih status, jabatan, atau
kedudukan wang dimiliki dalam walktu yang bersamaan,
schingga menjadi penerima lebih dari | [satu) Tunjangan Hari
Kava Aparatur Negara,

Contoh:

A seorang Pensiunan PNS/Prajurit TNI/Anggota Polr dan
menjadi Anggota Lembaga Nenstruktural sesual kelentuan
menjadi subjek penerima Tunjangan Hari Raya yang berbeda
yaitu subjek penenima Tunjangan Hari Raya sebagal Anggota
Lembaga Nonstruktural dan subjek penerima ‘Tunjangan Hari
Raya scbagai Pensiunan PNE. ;
Tunjangan Hari Rava yang dibayarkan kepada A tersebut
hanva salah satu Tunjangan Hari Raya yang nilainya paling
besar,

Ayat (3] ...



SK Mo 106554 A

Ayat

Ayat

@

FRESIDEH
REPUBLIE 1MIDOMELLS

13

(3]
Comntoh:

Seorang Anggota Lombaga Nonstruktwal vang berasal dari
Pensiunan FPNS terlanjur mencrima Turnjangan Hari Raya
Anggota Lembaga Nonstruktural dan Tunjangsn Hari Raya
Pensiunan  PNS  maka yang  bersangkutan  wajb
mengembalikan kelebihan pembayaran Tunjangan Hari Raya
tersebut kepada negara sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(4

Yang dimaksud dengan “Aparatur Negara sekaligus scbagai
Penerima Pensiun dan/atau sebagai Penerima Tunjangan”
adalah seorang Aparatur Negara juga schagai seorang
Penerima Pensiun dan/alau  Penerima  Tunjangan . dan
suami/ istrijanalk.

Seorang Aparatur Negara tersebut diberikan Tunjangan Hari
Ruya Aparatur Negara sekaligus Tunjungan Hari Rava
Penerima Pensiun dan/atau Tunjangan Hari Raya Penerima
Tunjangan.

Contoh:

Seorang PNS schagai Janda darn mendiang Pensiunan Pejabat
Mepara yang sckaligus scbagai Penerima Tunjangan polok
orang tua Anggota Polri yang gupur/tewas/ meninggal dunia,
maka scorang PNS tersebut akan diberkan 3 (Gea) Tunjangan
Hari Rava yvang menjadi haknva yaitu sebagai PNS, Penerima
Pensiun Janda Pejabar MNegara, dan Penerima Tunjangan
pukok orang tua Angeota Polri

Ayat (3]

Yang dimaksud dengan “Pensiunan  schaligus  sebagal
Penerima Pensiun dan/atau sebagai Penerima Tunjangan®
adalah seorang Pensiunan jugs scbagai seorang Penerima
Pensiun  danjatau  Penerima Tunjangan maka kepada
Pensiunan terscbut diberikan Tunjangan Hard Rava Pensiunan
sekalipus Tunjangan Hari Raya Penerima Pensiun dan/ataun
Tunjangan Hari Raya Penerima Tunjangan.

Contoh:

Bearang Fensiunan Anggola Polri sebagail Dada dari mendiang
Pensiunan Peiabat Negara vang sckaligus sebagai Penerima
Tunjangan  pokok orang tua  Prajurit TNl yang
gugur/tewas/ meninggal dunia, maka seorang Pensiunan
Anggota Paolri tersebul akan diberikan 3 (tiga) Tunjangan Hael
Raya yang menjadi haknya yailu sebagal 'cnsiunan Anggola
Puolrl, Penerima Pensiun Duda Pejabat Negara, dan Penerima
Tunjangan pokok crang tua Prajurit TNL

Ayar (6) . ..
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Ayal (B)

Pazal 15

Yang dimaksud dengan “Penerima Pensiun sekaligus schagai
Penerima Tunjangan” adalah scorang Penerima Pensiun juga
sebagai Penerima Tunjangan maka kepada Penerima Pensiun
tersebut diberikan Tunjangan Hari Rava Penerima Pensiun
dan Tunjangan Hari Raya Penerima Tunjangan.

Contol

Seorang ibu rumah tangga sebagai Janda dari mendiang
Pensiunan Anggots Polri vang sekaligus sebagai Pencrima
Tunjangan  pokek orang fua  Prajurit TNIL  yang
gugar tewas,/ meninggal dunia, maka ibu rumah tangge:
tersebut akan diberikan 2 (dua) Tunjangan Harl Raya vang
menjadi haknyva yaitu sebagai Penerima Pensiun Warakawuri
dari Pensiunan Anggola Polri dan Penerima Tunjangan pokok
crang ta Prajurit THL

Fenjelasan  dalam  Pasal |4 mutatis mutandis berlaku bag
Penjelasan Pasal 15 ini

Pasal 16

Cukup jelas,

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pusal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NECARA REFUBLIK INDONESIA NOMOR 6652
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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESLA
NOMOR 63 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN TUMJANGAN HARI RAYA DAN GAJI
KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA,
PENSIUNAN, PENERIMA PENSIUN, DAN PENKERIMA

TUNJANGAN TAHUN 2021

BESARAN TUMNJANGAN HAR] RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2021 KEPADA
PIMPINAN, ANGGOTA, DAN PEGAWAI NON-PECGAWAI APARATUR SIFIL NEGARA

; BESARAN
NQ, " URAIAN ) | MAKSIMAL
1. |Pimpinan dan Anggota Lembaga Nonstruktural:
| |a. Kerua/Kepala atau dengan schutan lain Rp9.592.000,00
b. Wakil Ketua/Wakil Kepala atau denpan aebutan | Rp8.793.000,00
lain
c. Sekretaris atau dengan sebutan lain Rp7.9493.000,00
d. Anggota L Rp7.993.000,00
&1, Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara pada )
Lembaga Monstruktural dan Pejabat yang Hak
Keuangan atau Hak Administratifnys disctarakan
_lalau setingkat dengan Eselon/Pejabat: - |
a. Hselon [/ Pejabat Pimpinan Tinggi Utama, Pejabat | Rp9.592.000,00
Pimpinan Tinggi Madya -
b. Eselon II/ Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Rp7.342.000,00
c. Eselon I/ Pcjabat Administrator Rp5.352.000,00
d. Eselon IV/Jabatan Penpawas Ep3.242.000,00
3. | Pegawai Non-Pegawui Aparatur Sipil Negara yang

bertugas pada instansi pemerintah termusuk pada -
Lembaga Monstruktural dan Perguruan Tinggi Megeri
Baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10
Tahun 2016, sebagai Pejabal Pelaksana dengan
jenjang pendidikan;

a. Pendidikan SD/SMP/sedcrajat

- Masa kerja s.d. 10 tahun

-_Masa kerja diatas 10 tahun s.d. 20 tahun

Rp2.235.000,00

| Rp2.569.000,00

- Masa kerja diatas 20 tahun

Ep2.971.000,00

b. Pendidikan . . .

Sk No 016203 A
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b, Pendidikan SMA/ DI/ sederajat

- Masza kerja s.d. L0 tahun

Rp2.734.000,00 -

- Masa kerja distas 10 tahun s.d. 20 hun [ Rp3.154.000,00 |
Masa kerja diatas 20 lahun

Rp3.738.000,00

Masa kerjo s.d. 10 lnhun

| e.  Pendidikan DII/DI/ sederajar

Rp2.963.000,00

| d. Pendidikan $1,/DIV/ sederajat

- Masa kerja diatas 10 tahun s.d. 20 tahun Fp2.411.000,00
- Masa kerja diatas 20 tahun

Rpd.046.000,00

- Masa kerja s.d. 10 tahun

Rpa.459.000,00

- Masa kerja diatas 10 talhun s.d. 20 tahun Rp4.043.000,00

e, Pendidikan 52/53 /sederajat

- Masa kerja diatas 20 tahun

Rp.765.000,00

- Masa kerja s.d. 10 tahun

Rp3.713.000,00

Masa kerja diatas 10 tshun s.d. 20 labun

‘Rp#.306.000,00

- Masa kerja diatas 20 tahun

Salinan sesuai dengan aslinya
EEMENTERIAN SEERETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDOMNESIA

iang Perundang-undangan
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- 1 Rp5.110.000,00
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